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ABSTRAK  

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa 

jenis pelayanan yang dilakukan secara terintergrasi dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara 

fisik terdiri dari sistem pelayanan terpadu satu pintu dan atau sistem pelayanan terpadu satu atap. Bersumber 

pada observasi yang dilakukan, peneliti menemukan Lemahnya kinerja petugas dalam melayani warga, 

Peralatan, Petugas yang masih kurang dalam menggunakan alat bantu, aspek informasi, dan Kurangnya 

publikasi tentang kecamatan serta sulit mengakses informasi. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk (1) 

Untuk mengetahui Bagaimana kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kantor 

kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriftif kualitatif. Pengambilan informan di lakukan 

dengan cara tehnik  purposive (bertujuan) dengan jumlah informan 12 orang. Teknik Analisis data yang 

dilakukan adalah Kondensasi data, Penyajian data, dan kesimpulan/verification. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan terpadu Di kantor kecamatan Tebing Tinggi 

kabupaten Balangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang diberikan masih belum 

berkualitas. Hal dini dilihat dengan adanya keluhan masyarakat mengenai kedisplinan petugas, sarana dan 

prasarana yang masih kurang seperti kursi, meja dan komputer, pelayanan yang diberikan lambat karena 

kemampuan petugas kurang dalam menggunakan alat bantu, tidak adanya papan informasi dan akses 

persyaratan pelayanan di depan dan tidak adanya informasi prosedur atau tahapan pelayanan yang membuat 

masyarakat tidak tahu berkas apa saja yang di bawa nantinya. (1) Faktor penghambat yaitu : 1. sarana dan 

prasarana yang kurang memadai 2. sumber daya pegawai yang kurang optimal (2) Faktor pendukung yaitu : 1. 

komunikasi yang baik 2. lingkungan kerja yang kondusif. 

Saran Kepada camat Tebing Tinggi agar lebih berusaha untuk bersikap tegas terhadap pegawai dan 

memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk lebih displin dan Kepada staff pelayanan agar lebih 

meningkatkan kedisplinan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik lagi. 
 

Kata Kunci : Kualitas, pelayanan Administrasi Terpadu, Balangan 

ABSTRACT  

The integrated service system is a unified process of managing services for several types of services 

that are carried out in an integrated manner with service standards. The integrated service system physically 

consists of a one-stop integrated service system and/or a one-roof integrated service system. Based on the 

observations made, the researcher found the weak performance of officers in serving residents, Equipment, 

Officers who are still lacking in using assistive devices, information aspects, and Lack of publications about 

the sub-district and difficulty accessing information. Therefore, the researcher aims to (1) To find out the 

quality of integrated sub-district administration services (PATEN) at the Tebing Tinggi sub-district office, 

Balangan Regency and (2) What factors influence the quality of integrated sub-district administration services 

(PATEN) at the Tebing Tinggi sub-district office, Balangan Regency. 

This study uses a qualitative descriptive research type. Informants were taken using a purposive 

technique (purposeful) with 12 informants. The data analysis techniques used were data condensation, data 

presentation, and conclusions/verification. 

The results of the study showed that the quality of integrated services at the Tebing Tinggi sub-district 

office, Balangan Regency, the integrated sub-district administration services (PATEN) provided were still not 
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of good quality. This was seen early on with complaints from the public regarding the discipline of officers, 

facilities and infrastructure that were still lacking such as chairs, tables and computers, the services provided 

were slow because the officers were not able to use assistive devices, the absence of information boards and 

access to service requirements at the front and the absence of information on procedures or stages of service 

which made the public not know what files to bring later. (1) Inhibiting factors are: 1. inadequate facilities and 

infrastructure 2. less than optimal employee resources (2) Supporting factors are: 1. good communication 2. 

conducive work environment. 

Suggestions to the Tebing Tinggi sub-district head to make more efforts to be firm with employees and 

provide direction to all employees to be more disciplined and to service staff to improve discipline so that the 

services provided to the community are even better. 

 

Keywords : Quality, Integrated Administrative Services, Balangan 

 

PENDAHULUAN  

Berdasarkan pada syarat yang diatur dalam undang-undang no 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, ditekankan kalau dalam penyelengaraan pelayanan publik, harus ada standar 

pelayanan publik. Dalam syarat ini hingga penyelenggara berkewajiban Menyusun serta menetapkan 

standar pelayanan dengan mencermati keahlian penyelenggara, kebutuhan warga, dan serta keadaan 

area lingkungan.  

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang 

menyatakan daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatakan kordinasi 

penyelengaran pemerintahan, pelayanan publik, serta pemerdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak 

setiap warga negara atas setiap barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang sudah disediakan. Salah 

satu misi dan tujuan pembentukan birokrasi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat umum (publik). Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

pelayanan publik yang berkualitas adalah sejarah dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, 

disamping karena tumbuhnya iklim yang lebih demokratis dalam pengelolaan administrasi publik. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima (Mulia, 2021). 

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 13 pasal 8 tahun 2016 penyelenggaraan 

pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan 

terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintergrasi dengan standar pelayanan. 

Sistem pelayanan terpadu secara fisk terditi dari sistem pelayanan terpadu satu pintu dan atau sistem 

pelayanan terpadu satu atap. Proses pelayanan terpadu dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 

tahan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab serta mengupayakan 

atas pemberian pelayanan yang baik. Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan warga, 

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan selaku upaya 

memenuhi kebutuhan, menerima pelayanan, serta sanggup melaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan(Restu and Diana, 2022). Salah satu instansi pemerintah yang 

melakukan pelayanan publik merupakan Kantor Kecamatan. Contoh pelayanan di kantor kecamatan 

Tebing Tinggi dalam bentuk pelayanan administrasi terpadu yaitu Pelayanan Perizinan Seperti 

penerbitan izin usaha, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk), kartu keluarga (KK), Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran, Pelayanan Pengurusan Surat 

keterangan, Pelayanan Pembuatan Akta Kematian, Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Pindah 

Kecamatan dan lain- lain, pelayanan umum seperti legalisasi surat-surat keterangan dan lain-lain. 
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Bersumber pada observasi yang dicoba penulis di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, penulis 

menemukan masalah terkait pelayanan administrasi kecamatan terpadu (PATEN) yaitu : 

1. Lemahnya kinerja petugas dalam melayani warga. Di saat ini Kecamatan Tebing belum bisa 

memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada warga. Petugas kurang disiplin 

berkaitan dengan ketepatan waktu, baik jam kerja ataupun jam pelayanan. sehingga menyebabkan 

proses layanan jadi terhambat. 

2. Peralatan seperti komputer, printer, meja, kursi yang masih kurang untuk menunjang kinerja di 

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga perlu diadakan lagi untuk kebutuhan pelayanan 

kepada masyarakat agar bisa lebih optimal. Seperti tidak adanya alat cetak KTP dan komputer, 

meja pelayanan, kursi, AC, kipas angin dan masih banyak yang kurang serta barang-barang yang 

lain. 

3. Mengenai petugas yang masih kurang dalam menggunakan alat bantu berupa komputer dan 

perangkat lain yang menunjang kegiatan pelayanan. Seperti menggunakan alat rekam KTP (kartu 

Tanda Penduduk) hanya satu orang yang bisa menggunakannya jika orang tersebut tidak ada maka 

pelayanan tidak bisa di lakukan serta waktu pembuatannya yang lama. Masih ada petugas yang 

belum dapat menggunakan komputer dengan baik dan kekurangan jumlah pegawai.  

4. Adanya berhubungan dengan aspek informasi yaitu belum adanya alur atau prosedur 

kepengurusan surat-surat yang tertera di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi. Masyarakat 

menganggap bahwa prosedur pelayanan terlalu rumit sehingga masyarakat sulit mengerti dengan 

alur dan prosedur pelayanan.  

5. Kurangnya publikasi tentang kecamatan serta sulit mengakses informasi tentang kecamatan 

menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan yang ada di kecamatan 

Tebing Tinggi. 

Berdasakan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengetahui informasi 

lebih mengenai kualitas pelayanan administrasi terpadu. Maka dapat dilakukan penelitian tentang 

“Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupten Balangan”.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 

di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ? 

 Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di 

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 

di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.  

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriftif kualitatif. Pengambilan informan di 

lakukan dengan cara tehnik  purposive (bertujuan). Menurut (Sugiyono., 2017) “Teknik purposive 

adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbang tertentu. Maksud pertimbangan tertentu 

contohnya orang tertentu yang dianggap tahu tentang apa yang kita ingin cari tahu, ataupun orang 

sebagai yang memiliki jabatan yang akan memudahkan peneliti untuk menemukan objek/subjek yang 

ingin diteliti. Dengan jumlah informan 12 orang.  
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Teknik mengumpilan data yang dilakukan yaitu  

1. Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2. Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara 

mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Balangan. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara 

yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang 

akan diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan petuas di Kantor Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.  

3. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat secara langsung dokumen 

yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, komposisi karyawan, hasil laporan, 

keterangan-keterangan secara tertulis, tergambar maupun tercetak. Dokumen tersebut kemudian 

digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menafsirkan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan aktivitas kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi.  

Dengan tehnik analisis data yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Kondensasi data Merupakan proses berfikir sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan 

dan kedalaman wawasanan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan memfokuskan menstransformasikan data 

yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

meneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui Kondensasi data. Mereduksi data berarti merangkum. 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.  

2. Penyajian data (Data Display), Mendisplaykan data yang dapat berupa bentuk tabel, grafik dan 

lain- lain. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut.  

3. Verification (Conclusion Drawing) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.(Saleh, 2021) 

 

PEMBAHASAN  

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, mulai dari definisi yang 

konvensional hingga yang strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari suatu produk, seperti : performance (kinerja), reability (keandalan), ease 

of use (mudah dalam penggunaan), esthetics (estetika), dsb. Sedangkan dalam definisi startegis 

dinyatakan bahwa kualitas adalah sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan (meeting the need of costumers) (Rahmawati and Subadi, 2020). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik 

buruknya sesuatu, derajad, atau mutu. Kualitas pelayanan merujuk pad tingkat keunggulan atau 
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karakteristik dari layanan yang diberikan kepada  pelanggan atau pengguna. Ini mencakup aspek-

aspek seperti responsive, ramah, efiesian dan kemampuan untuk memenuhi atau memelebihi harapan 

pengguna. Ada banyak sekali definisi dan pengertian kualitas, walaupun sebenarnya pengertiannya 

tidak jauh beda antara yang satu dengan yang lain (Reyna, Indartuti and Hariyoko, 2022). 

Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

yang langsung (Elya, Wahid and Anhar, 2017) 

Pelayanan merupakan aktivitas yang tidak bisa diraba dan pelayanan merupakan interaksi 

antar petugas pelayanan dan masyarakat. Pelayanan memiliki 3 makna yaitu: 1) perihal cara 

melayani; 2) melayani kebutuhan orang lain dengan mendapat imbalan(uang); 3) kemudahan yang 

diberikan melalui jual beli barang maupun jasa. 

Sementara itu, istilah public berasal dari Bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi 

publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. 

Pelayanan publik yang berkualitas itu yang disebut pelayanan terbaik yang memenuhi standar 

kualitas pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan jasa dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur.  

Penyediaan pelayanan publik haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam guidance bagi penyediaan pelayanan 

publik. Oleh karena itu adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini 

mengamanatkan bahwa pelayanan publi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan 

barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, 

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dengan definisi 

dan cakupan produk pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam pasal di atas, secara tidak 

langsung Indonesia sudah mengadopsi (ratifikasi) terhadap konsep negara (Said Saggaf, no date). 

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang 

dikemukakan oleh untuk memahami makna pelayanan publik secara utuh.  

1. Kurniawan yang dikutip Iwan Satibi menyatakan, "Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan 

keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang diterapkan". 
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2. menurut Sinambella dalam Iwan Satibi, "Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat". 

3. Menurut Ratminto dan Atik Winarsih,"Pelayanan Publik dapat definisikan sebagai segala bentuk 

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan". 

4. menurut Pandji Santosa, "Pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat". 

Berdasarkan pendapat di atas, arti pelayanan publik adalah segala sesuatu pelayanan jasa yang 

diberikan oleh pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk 

pelayanan barang, jasa dan administratif yang dapat memberikan manfaat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan orang banyak (Dwi Putri and Mursyidah, 2022). Dengan demikian, yang memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak 

swasta. 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, dan di daerah, dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Saputra and Saputra, 2017). 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Galip, 2019). 

Pendapat di atas menjadikan pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu 

dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam 

penyelenggaraannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, 

dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak nonpemerintah, seperti swasta atau 

masyarakat. (Aisyah et al., 2022) 

Kualitas pelayanan administrasi kecamatan(PATEN) di kantor Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Balangan belum berkualitas, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang telah di 

teliti oleh peneliti.  

Pertama, Tangible (Berwujud) yaitu indikator kedisplinan pegawai dapat disimpulkan bahwa 

kedisplinan pegawai pada kantor kecamatan Tebing Tinggi masih belum berkualitas dalam melayani 

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari keluhan masyakat Ketika wawancara yang mengatakan bahwa 

Ketika mereka ingin di layani tapi masih ada pegawai yang belum datang ke kantor saat jam kerja, 

dan juga dari pihak kepala seksi pelayanan publik pun menyebutkan bahwa memang ada terkadang 

beberapa pegawai yang terlambat datang kerja serta ada pegawai yang absen atau tidak hadir pada 

hari kerja hal ini menyebabkan kurangnya displin dalam bekerja. Indikator kemudahan akses dapat 

disimpulkan bahwa akses informasi pada kantor kecamatan Tebing Tinggi belum berkualitas, hal ini 

dapat di lihat dari masyarakat yang masih banyak belum tahu informasi pelayanan ataupun cara 

mengakses informasi pelayanan yang ada pada kantor kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. 

Indikator kenyamanan tempat, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan tempat pelayanan pada kantor 
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kecamatan Tebing Tinggi belum berkualitas, hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat dan 

pegawai mengenai tempat duduk yang masih kurang, ruangan yang kurang rapi, dan kurang luas, 

fasilitasWIFI yang rusak dan tidak adanya AC hal ini tentu saja menyebabkan kualitas pelayanan 

masih belum baik.  

Kedua, Reliability (kehandalan) yaitu indikator kecermatan petugas dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kecermatan petugas dalam melayani masyrakat pada kantor kecamatan Tebing Tinggi masih 

belum berkualitas, ini dapat dilihat dari kesalahan dalam pengetikan dan kalimat namun para petugas 

dengan cepat mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan dapat berjalan  dengan baik. indikator 

keahlian disimpulkan bahwa keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu pada kantor kecamatan 

Tebing Tinggi belum berkualitas dikarenakan masih ada beberapa pegawai ASN yang masih kurang 

ahli dalam mengoperasikan komputer dalam memberikan pelayanan pada penerima layanan, hal ini 

dilihat dari pegawai yang masih kebingungan dan lambat dalam pengoperasian komputer.  

Ketiga, Responsiveness yaitu indikator merespon setiap masyarakat disimpulkan bahwa 

respon pegawai pada kantor kecamatan Tebing Tinggi belum berkualitas, hal ini dapat dilihat Ketika 

pegawai membuat masyarakat yang membutuhkan layanan harus menunggu untuk mendapatkan 

layanan, seperti membuat KTP (kartu tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan lainnya. Indikator 

pelayanan dengan cepat dan tepat belum berkualitas ini dapat disimpulkan bahwa petugas melakukan 

pelayanan dengan cepat dan tepat pada kantor kecamatan Tebing Tinggi belum berkualitas karena 

proses pembuatan melengkapi berkas terkendala akibat jaringan ataupun mati listrik, pengambilan 

KTP tergolong lambat yang mengakibatkan masyarakat memutuskan untuk mengambil sendiri ke 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten dan ketepatan dalam pembuatan surat-surat 

terkadang terjadi kesalahan pada pengetikan atau  kalimat. 

 Keempat, Assurance yaitu indikator tepat waktu dapat disimpulkan bahwa jaminan tepat 

waktu pada kantor kecamatan Tebing Tinggi belum berkualitas karena tidak kepastian waktu dari 

pegawai, semua disesuaikan dengan kondisi. Terlebih lagi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

tidak bisa dipastikan waktu penyelesaiannya karena kantor kecamatan tidak melakukan pencetakan 

melainkan hanya ada alat untuk perekeman saja. Oleh karena itu petugas mengumpulkan dulu, lalu 

sudah berasa banyak kemudian baru mengambil KTP nya ke kabupaten. Indikator jaminan kepastian 

biaya dapat disimpulkan bahwa jaminan kepastian biaya pada kantor kecamatan Tebing Tinggi sudah 

berkualitas karena sudah ada kepastian bahwa tidak ada pemungutan biaya dalam proses pelayanan.  

Kelima, Empathy (Empati) indikator sikap ramah dan sopan santun dapat disimpulkan bahwa 

sikap ramah dan sopan santun pegawai pada kantor kecamatan tebing Tinggi sudah berkualitas, hal 

ini terlihat Ketika mereka ramah dan sopan dalam menyambut masyrakat dengan senyuman yang 

membuat masyarakat nyaman dalam pelayanannya. Indikator Adil dapat disimpulkan bahwa sudah 

berkualitas  karena adil dan tidakn membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan masyakarat dan 

masih menduhulukan orang yang duluan sudah datang tanpa memandang jabatan atau masyarakat 

biasa. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) Di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Faktor pendukung adalah 

terjadinya suatu proses perubahan yang diakibatkan ada faktor pendukung ataupun Penghambat 

terjadinya pelayanan. Faktor pendukung kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

(PATEN) di kecamatan Tebing Tinggi adalah Komunikasi yang baik, pelayanan yang baik berupa 

komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan atau antar pegawai satu dengan yang lain serta 

pemimpin yang memberikan perhatian kepada para pegawai dapat meningkatkan semangat dan 

kinerja pegawai di kantor kecamatan Tebing Tinggi. Dan juga lingkungan kerja pada kantor 
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kecamatan Tebing Tinggi sudah baik , dimana lingkungan kerja sangat nyaman dan menyenangkan 

serta terjalin rasa kekeluargaan dan sangat nyaman akan membuat pelayanan menjadi lancar. Faktor 

penghambat kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kecamatan Tebing 

Tinggi adalah sarana dan prasarana kurang memadai, sarana dan prasarana pada kantor kecamatan 

Tebing Tinggi masih kurang karena Alat pencetakan KTP, meja, kursi, WIFI yang rusak, AC dan 

saran papan informasi yang masih tidak ada yang membuat masyarakat tidak tahu persyaratan layanan 

dan prosedurmya. Dan juga sumber daya manusia yang kurang optimal yang menyebabkan kualitas 

pelayanan menjadi kurang berkualitas karena jumlah pegawai masih kurang serta kecepataan dan 

ketepatan pegawai juga perlu lagi ditingkatka lagi dalam melakukan pelayanan. 

 

 

SIMPULAN 

Kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan belum 

berkualitas, hal ini dapat dilihat pada indikator kedisplinan pegawai masih belum berkualitas karena 

pegawai sering tidak berada diloket pelayanan pada saat jam kerja, terlambat datang, dan absensi, 

indikator kemudahan akses belum berkualitas karena masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui jenis pelayanan, persyaratan dan prosedur yang ada, indikator kenyamanan tempat 

pelayanan belum berkualitas karena tempat duduk yang masih kurang, tidak ada fasilitas WIFI umum, 

AC yang masih kurang, ruangan yang kurang rapi dan kurang luas, indikator kecermatan petugas 

belum berkualitas karena masih sering terjadi kesalahan dalam pengetikan, indikator keahlian belum 

berkualitas karena masih ada beberapa pegawai yang kebingungan dan sangat lambat dalam 

mengoperasikan komputer, indikator merespon setiap masyarakat belum berkualitas karena pegawai 

belum cepat merespon keperluan masyarakat, indikator pelayanan dengan cepat dan tepat belum 

berkualitas karena proses pelayanan yang terkadang tertunda akibat jaringan dan listrik yang sering 

mati, penyelasaian KTP yang sangat lambat dan adanya kesalahan dalam pengetikan, indikator tepat 

waktu belum berkualitas karena belum terjamin ada kepastian waktu penyelesain, indikator jaminan 

kepastian biaya jaminan sudah berkualitas karena tidak ada permungutan biaya, indikator sikap ramah 

dan sopan santun dapat disimpulkan bahwa sikap ramah dan sopan santun pegawai pada kantor 

kecamatan tebing Tinggi sudah berkualitas, hal ini terlihat Ketika mereka ramah dan sopan dalam 

menyambut masyarakat dengan senyuman yang membuat masyarakat nyaman dalam pelayanannya. 

Indikator Adil dapat disimpulkan bahwa sudah berkualitas  karena adil dan tidakn membeda-bedakan 

dalam memberikan pelayanan masyakarat dan masih menduhulukan orang yang duluan sudah datang 

tanpa memandang jabatan atau masyarakat biasa.  

Saran kepada Camat Tebing Tinggi agar lebih berusaha untuk bersikap tegas terhadap 

pegawai dan memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk lebih displin lagi agar dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan seperti memudahkan akses informasi kepada masyarakat, tempat 

pelayanan sesuai standar pelayanan, melakukan evaluasi mengenai kecermatan, keahlian, kecepatan, 

dan ketepatan pegawai serta melakukan penyelesain yang pasti dan lebih ramah serta adil kepada 

masyarakat dalam pelayanan dan juga menambah jumlah pegawai lagi di kecamatan Tebing Tebing. 

Kepada staff pelayanan agar lebih meningkatkan kedisplinan, memberikan kejelasan informasi, 

meningkatkan kecermatan dan keahlian serta kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan 

dan para pegawai lebih ramah dan adil dalam melayani masyarakat, memberikan kepastian waktu 

penyelesaian dan melakukan evaluasi sistem informasi lagi kepada masyarakat.  
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